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ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 PP 25 Tahun 2009 tentang Pajak 
Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah disebutkan Usaha Berbasis Syariah 
adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah yang meliputi antara lain jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis 
syariah lainnya dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP 25 Tahun 2009 
tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan 
Usaha Jasa Keuangan Syariah. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133, TLN No.4893), 
PP 25 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.48, TLN No.4988), Keppres RI 56/P Tahun 2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penyandang dana 
(shohibul maal) dari kegiatan pendanaan pada Perusahaan dengan 
akad Mudharabah, Mudharabah Musytarakah, atau Musyarakah berupa keuntungan 
dan/atau bagi hasil, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan pengenaan 
Pajak Penghasilan berupa bunga. Perusahaan dapat membebankan biaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk keuntungan dan/atau 
bagi hasil yang dibayarkan atau terutang oleh Perusahaan kepada penyandang dana 
(shohibul maal); dan jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkan Prinsip 
Syariah. Dalam hal terdapat transaksi pengalihan harta atau sewa harta yang wajib 
dilakukan untuk memenuhi Prinsip Syariah yang mendasari kegiatan pembiayaan oleh 
Perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:  
a. Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk 

memenuhi Prinsip Syariah dalam rangka kegiatan pembiayaan oleh Perusahaan 
tidak termasuk dalam pengertian pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Pajak Penghasilan.  

b. Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud pada huruf a maka 
pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan harta langsung dari pihak ketiga 
kepada Nasabah Perusahaan, yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2011. 

 


